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Dewan Komisaris, Kepemilikan Saham Publik dan Kepemilikan Institusional terhadap 
pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah 57 perusahaan Sektor 
Industri Barang Konsumsi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, sehingga diperoleh sampel 37 perusahaan, 
dengan periode penelitian 2 tahun sehingga total sampel yang diteliti adalah 74. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis menggunakan 
uji t dan uji F dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Hasil uji secara parsial (uji t) 
menunjukkanUkuran Dewan Komisaris  berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Kepemilikan Saham Publik tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, dan Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. Hasil uji secara simultan (uji F) 
menunjukkan bahwa variabel Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Saham Publik dan 
Kepemilikan Institusional secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap  
pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
 
Kata Kunci : Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Saham Publik, Kepemilikan Institusional, 
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial  
 
PENDAHULUAN 
Konteks pembangunan saat ini, tidak lagi menghadapkan perusahaan kepada tanggung 
jawab yang berpijak pada aspek keuntungan secara ekonomis semata, yaitu nilai perusahaan yang 
direfleksikan dalam kondisi keuangan, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan 
lingkungannya. Perkembangan Pengungkapan tanggung jawab sosial tidak bisa terlepas dari 
konsep pembangunan berkelanjutan (sustainability development). Definisi pembangunan 
berkelanjutan menurut The World Commission On Environment and Development yang lebih 
dikenal dengan The Brundtland Comission, bahwa pembangunan berkelanjutan adalah 
pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan 
generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka (Solihin, 2009). 
Nor Hadi (2011) menyatakan bahwa orientasi perusahaan seharusnya bergeser dari yang 
diorientasikan untuk shareholder (shareholder orientation) dengan bertitik tolak pada 2 ukuran 
kinerja ekonomi (economic orientation) semata, ke arah kesinambungan lingkungan dan 
masyarakat (community) dengan memperhitungkan dampak sosial. Terjadinya pergeseran orientasi 
di dalam dunia bisnis dari shareholders kepada stakeholders telah disebut sebagai penyebab 
munculnya isu tanggung jawab sosial perusahaan (Danu, 2011). Global Compact Initiative (2002) 
menyebut pemahaman ini dengan 3P (profit, people, planet), yaitu tujuan bisnis tidak hanya 
mencari laba (profit), tetapi juga menyejahterakan orang (people), dan menjamin keberlanjutan 
hidup planet ini (Nugroho, 2007). Pengambilan keputusan ekonomi hanya dengan melihat kinerja 
keuangan suatu perusahaan, saat ini sudah tidak relevan lagi. Eipstein dan Freedman (1994), dalam 
Anggraini (2006), menemukan bahwa investor individual tertarik terhadap informasi sosial yang 
dilaporkan dalam laporan tahunan. 
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 Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah suatu tindakan atau konsep yan dilakukan 
oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana 
perusahaan itu berada. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  yang sering dianggap inti dari etika 
bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal 
(artinya kepada pemegang saham atau shareholder) tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap 
pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholder) yang jangkauannya melebihi kewajiban-
kewajiban di atas. Tanggung jawab sosial dari perusahaan terjadi antara sebuah perusahaan dengan 
semua stakeholder, termasuk di dalamnya adalah pelanggan atau customer, pegawai, komunitas, 
pemilik, pemilik atau investor, pemerintah, supplier bahkan juga kompetitor. 
 Dalam Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya 
disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang seluruhnya 
terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang diterapkan undang-undang ini serta 
pelaksanaannya. Jalal (2007) dalam Pian (2010) mengungkapkan bahwa dalam Unudang-undang 
Perseroan Terbatas (UU PT) No. 40 tahun 2007 diuraikian pula bahwa Tanggung Jawab Sosial 
Lingkungan (TJSL) dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan dan pelanggaran atas 
kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi. 
 Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial diantaranya 
ukuran dewan komisaris, kepemilikan saham publik dan kepemilikan institusional. 
 Menurut Nurhkin (2010) dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian 
internal tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Dewan 
komisaris memiliki peranan untuk menentukan strategi dan keputusan yang akan diambil oleh 
suatu perusahaan sehingga sukses atau tidaknya perusahaan ditentukan oleh strategi yang dipilih 
oleh dewan komisaris tersebut (Aji Nugroho 2011: 38 ). 
 Menurut Oktariani 2013, kepemilikan publik merupakan proporsi saham yang dimiliki 
oleh publik/masyarakat umum dan bukan institusi yang signifikan dalam suatu perusahaan. Publik 
sendiri adalah individu atau institusi yang memiliki kepemilikan saham di bawah 5% yang berada 
di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan (Puspitasari, 2009). 
Sementara perusahaan perseroan (PT) yang memiliki saham perusahaan bersangkutan tidak 
dimasukkan dalam kategori publik. 
 Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan berbentuk entitas seperti 
pemerintah, asuransi, dana pensiun, reksa dana, dan institusi lainnya (Anggraini 2006). Politon dan 
Sri (2013) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap 
pengungkapan tanggung jawab sosial Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan 
menimbulkan tingkat pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional. 
Penelitian mengenai pengungkapan Tanggung Jawab Sosial masih penting dilakukan. 
Alasannya adalah bahwa pengungkapan Tanggung Jawab Sosial sangat diperlukan oleh pihak-
pihak pengguna, khususnya Stakeholder untuk menilai kinerja perusahaan, untuk menilai return 
saham yang akan diperoleh, dan untuk menganalisis kelangsungan usaha perusahaan. Pemegang 
saham memerlukan informasi yang dapat dipercaya mengenai perusahaan untuk mengevaluasi 
prospek kinerjanya dimasa mendatang. 
 Berdasarkan fenomena diatas dan fenomena dari hasil penelitian terdahulu yang berbeda-
beda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Ukuran Dewan 
Komisaris, Kepemilikan Saham Publik dan Kepemilikan Institusional Perusahaan terhadap 
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 
 
DASAR TEORI 
1. Telaah Teori 
a. Teori Stakeholder 
 Stakeholder theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi 
untuk kepentingannya sendiri, tetapi harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (pemegang 
saham, kreditor, konsumen, pemasok, masyarakat, pemerintah, analis, dan pihak lain). Dengan 
demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan 
stakeholder kepada perusahaan tersebut (Handoko,2014). 
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 Adanya teori stakeholder ini memberikan landasan bahwa suatu perusahaan harus 
memberikan manfaat bagi stakeholder-nya. Manfaat tersebut dapat diberikan dengan cara 
menerapkan program pengungkapan tanggung jawab sosial. Adanya program pengungkapan 
tanggung jawab sosial pada perusahaan diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan bagi 
karyawan, pelanggan, dan masyarakat sehingga diharapkan terjalin hubungan yang baik antara 
perusahaan dan lingkungan sekitarnya (Amalia,2016). 
 
b. Teori Agensi 
Teori agensi adalah dasar teori yang menjadi acuan dalam pelaksanaan praktik bisnis suatu 
perusahaan. Pada teori agensi ini para pemegang saham (stakeholders) merupakan pihak 
prinsipal sedangkan manajemen merupakan pihak agen (Borolla, 2011). Tetapi ada para 
manajer malah memanfaatkan dan melakukan tindakan untuk kepentingan pribadinya dan 
mengabaikan kepentingan para pemegang saham.  
c.  Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 
Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu kewajiban bagi perusahaan untuk 
mengkomunikasikan semua kegiatan operasional dan non operasional perusahaan dan akibatnya 
terhadap sosial dan lingkungan sekitarnya. Pengungkapan tanggung jawab sosial sangat 
berkaitan dengan proses pembangunan berkelanjutan, maksudnya seluruh kegiatan operasional 
dan non operasional perusahaan tidak hanya untuk memenuhi dan memperoleh keuntungan dari 
aspek finansial saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan sekitarnya, 
berupa peningkatan kesejahteraan pegawai dengan peningkatan gaji dan tunjangan lainnya, 
pemberian bantuan terhadap korban bencana alam, pemeberian beasiswa kepada mahasiswa 
yang berprestasi.  
Pengungkapan Corporate Social Responsibility perusahaan diukur dengan CSRDI  dihitung 
dengan Komponen Corporate Social Responsibility menurut  Edy   Rismanda   Sembiring   
(2005)   sebagai   berikut   :   Lingkungan,   Energi,   Kesehatan   dan Keselamatan Kerja, Lain-
lain Tentang Tenaga Kerja, Produk, Keterlibatan Masyarakat, Umum. Memuat  12 item dari 90 
item yang tidak sesuai untuk diterapkan dengan kondisi di indonesia. Selanjutnya dilakukan 
penyesuaian dengan cara menghapus 12 item pengungkapan tersebut. Sehingga secara total 
tersisa 78 item pengungkapan tanggung jawab sosial di indonesia. 
d. Ukuran Dewan Komisaris 
Dewan komisaris merupakan perwakilan para pemilik saham yang berperan menjadi pengawas 
kinerja perusahaan, termasuk didalamnya kinerja sosial perusahaan. Dengan jumlah dewan 
komisaris yang memadai maka akan memaksimalkan kinerja suatu perusahaan (Krisna dan 
Suhardianto, 2016). Dewan komisaris yang merupakan wakil bagi pihak prinsipal perusahaan 
dapat memengaruhi luasnya pengungkapan tanggung jawab sosial, dikarenakan dewan 
komisaris yang merupakan sebagai pelaksana tertinggi didalam perusahaan. Dirumuskan 
sebagai berikut : 
UDK = Σ Dewan Komisaris Perusahaan 
e.  Kepemilikan Saham Publik 
Kepemilikan saham oleh publik maksudnya adalah jumlah saham yang dimiliki oleh publik. 
Publik yang dimaksud adalah individu atau institusi yang memiliki saham suatu perusahaan di 
bawah 5% selain manajemen serta tidak mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan. 
Sementara institusi yang memiliki saham signifikan perusahaan bersangkutan tidak disertakan 
dalam kategori publik. Dirumuskan sebagai berikut : 
% Kepemilikan saham publik =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 × 100% 
f.  Kepemilikan Institusional 
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak- pihak yang berbentuk institusi 
seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pension, perusahaan 
berebntuk perseroan (PT), dan institusi lainnya. Peningkatan kepemilikan institusional 
menyebabkan pengawasan yang ketat terhadap kinerja manajemen sehingga secara otomatis 
manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan prinsipal. Dirumuskan sebagai berikut :  
     % Kep. Institusional =  𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 × 100% 
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2. Kerangka Konsep 
 Suatu kerangka berpikir akan menghubungkan secara teoritis antar variabel penelitian 























Gambar 1. Kerangka Konsep 
 
3. Hipotesis 
Hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah yang masih harus dibuktikan 
kebenarannya secara empiris, maka hipotesis dari penelitian ini adalah : 
H1:  Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 
H2:  Kepemilikan Saham Publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab 
sosial. 
H3: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 
 
METODE PENELITIAN 
1. Populasi dan Sampel 
 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua  perusahaan Sektor Industri 
Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2018 sebanyak 57 
perusahaan. 
Pemilihan sampel ditentukan secara purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan 
sampel representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria untuk dipilih menjadi sampel 
adalah: 
1. Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 
periode 2017-2018 
2. Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang memiliki laporan tahunan tahun 2017-
2018 
3. Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang mengungkapkan tanggung jawab sosial di 
annual reportnya. 
 
2. Operasionalisasi Variabel 
a. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 
 Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk 
secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya 
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dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum 





b. Ukuran Dewan Komisaris 
 Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris. Dewan komisaris 
adalah mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab mengelola perusahaan 
secara efektif. Ukuran dewan komisaris yang dipakai dalam penelitian ini konsisten dengan 
Sembiring (2005) yaitu menggunakan jumlah anggota dewan komisaris. 
Dan dapat dirumuskan sebagai berikut: 
UDK = Σ Dewan Komisaris Perusahaan 
 
c. Kepemilikan Saham Publik 
 Kepemilikan publik adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh masyarakat 
umum/pubik dan bukan institusi yang signifikan terhadap saham suatu perusahaan. Publik yang 
dimaksud adalah individu atau institusi yang memiliki saham suatu perusahaan di bawah 5%. 
Besarnya saham publik/masyarakat diukur melalui rasio dari jumlah kepemilikan lembar saham 
yang dimiliki publik terhadap total saham perusahaan di Indonesia. Dan dapat dirumuskan sebagai 
berikut: 
%Kep.saham publik=  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 
 × 100% 
 
d. Kepemilikan Institusional 
 Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh 
institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan 
institusi lain (Tarjo, 2008). . Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu kepemilikan 
institusi yang memiliki saham perusahaan, maka kepemilikan saham diukur dengan menghitung 
total seluruh saham yang dimiliki oleh seluruh kepemilikan institusi dibandingkan dengan jumlah 
saham yang beredar (Tamba, 2011). Konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini 
(2006), kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan perbandingan antara jumlah 
kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi dengan jumlah saham yang beredar. Dan 
dapat dirumuskan sebagai berikut: 
 
%Kep.Institusional=
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙




3. Teknik Analisis Data 
 Teknik yang digunakan dalam penelitian  ini adalah analisis regresi linear berganda. 
Teknik analisis linear berganda berguna untuk menguji pengaruh atau variabel independen 
terhadap satu variabel dependen. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependen digunakan model sebagai berikut : 
Y = 𝜶 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 
Keterangan : 
Y = Variabel dependen 
𝜶 = Konstanta 
X1 = Ukuran Dewan Komisaris 
X2 = Kepemilikan Saham Publik 
X3 = Kepemilikan Institusional 
b1, b2, b3,  = Koefisien regresi X1,X2,X3 
e = error atau Variabel Pengganggu. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Pengujian Asumsi Klasik 
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Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa uji normalitas, uji autokorelasi, uji 
multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas tidak terdapat dalam model yang digunakan dan data 
yang dihasilkan terdistribusi normal. Uji asumsi klasik dapat dijabarkan sebagai berikut: 
a) Uji Normalitas  
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen 
dan variabel independen berdistribusi normal. 
 
 
Gambar 2.  Hasil Uji Normalitas Data dengan Grafik Histogram 
Sumber : Hasil Output SPSS v. 22 (data diolah) 
 
Pada gambar 2.  terlihat bahwa variabel terikat yaitu Pengungkapan tanggung jawab sosial 
mempunyai distribusi normal. Hal ini ditunjukkan bahwa gambar histogram telah berbentuk 
lonceng dan tidak menceng ke kiri atau ke kanan. 
 
 
Gambar 3.  Hasil Uji Normalitas Data dengan Grafik Normal P-P Plot 
Sumber : Hasil Output SPSS v. 22 (data diolah 
 
Pada gambar 3.  diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan  
tidak jauh dari garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data telah terdistribusi normal. 
 
Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Data dengan Uji Kolmogorov-Smirnov 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 74 
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Normal Parametersa,b Mean ,0000000 






Test Statistic ,052 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
Sumber : Hasil Output SPSS v. 22 (data diolah 
Dari tabel 4.1 diatas terlihat bahwa besarnya signifikan lebih dari 5% (0,05) yaitu 
signifikannya sebesar 0,200 (20%) maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil ini 
konsisten dengan hasil uji normalitas dengan Grafik Histogram dan Grafik Normal P-P Plot. 
 
b) Uji Autokorelasi 
Autokorelasi menunjukkan adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 
dengan kesalahan pada periode t-1.Konsekuensinya, variasi sampel tidak dapat menggambarkan 
variasi populasinya.Akibat yang lebih jauh lagi, model regresi yang dihasilkan tidak dapat 
digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen dari variabel  independennya. Untuk 
mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model regresi, dilakukan pengujian Durbin-Watson 
(DW) dengan ketentuan yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
 
Tabel 2. Uji Statistik Durbin-Waston 
Hipotesisnol Keputusan Jika 
Tidakadaautokorelasipositif Tolak 0 < d < dl 
Tidakadaautokorelasipositif No desicision dl ≤ d ≤ du 
Tidakadakorelasi negative Tolak 4 – dl < d < 4 
Tidakadakorelasi negative No desicision 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 
Tidakadaautokorelasipositif atau 
negative 
Tidakditolak du < d < 4 – du 
 
Tabel 3.  Hasil Uji Autokorelasi Model Summaryb 
 
Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 
1,866. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan α = 5%, n = 74, k = 3.  
Berdasarkan tabel DW didapatkan nilai batas bawah (dL)= 1,5397. Dengan demikian nilai (dU)= 
1,7079. Dengan demikian niali dU < d < 4-dU (1,7079 < 1,866 < 2,2921. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa model yang digunakan tidak ada autokorelasi positif maupun negatif. 
 
c) Multikolonieritas 
Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui korelasi linear antara dua atau lebih 
variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Uji ini dilakukan dengan Tolerance 
Value dan Variance Inflation Factor (VIF). Agar tidak terjadi multikolonieritas, batas Tolerance 
 
Mod
el R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 ,550a ,302 ,273 ,0867808 1,866 
a. Predictors: (Constant), KI, UDK, KSP 
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Value > 0,10 dan VIF < 10. Adapun hasil uji multikolonieritas pada penelitian ini dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini. 





Coefficients T Sig. 
Collinearity 
Statistics 





,152 ,052  4,885 ,000   
UDK ,053 ,004 ,315 2,809 ,006 ,990 1,011 
KSP -,153 ,111 -,167 -1,380 ,072 ,852 1,173 
KI ,271 ,444 ,074 2,617 ,006 ,845 1,183 
a. Dependent Variable: CSR 
Sumber : Hasil Output SPSS v. 22 (data diolah) 
 
Berdasarkan tabel 4. diatas dapat dilihat bahwa Tolerance Value > 0,10 dan VIF < 10, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa diantara variabel bebas  tersebut tidak terdapat hubungan 
multikolonieritas. Dari hasil uji ini maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas yang 
digunakan dalam penelitian ini lolos uji gejala multikolonieritas. 
 
d) Uji Heteroskedastisitas  
Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan dari residual pada 
model regresi. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas. 
Heteroskedastisitas menyebabkan penafsiran (estimator) menjadi titik efisien dan nilai koefisien 
determinasi akan menjadi sangat tinggi. 
 
 
Gambar 4. Scatterplot 
Sumber : Hasil Output SPSS v.22 (data diolah) 
 
MODEL PENELITIAN 
a. Uji Regresi Linier Berganda 
Analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris, 
kepemilikan saham publik dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab 
sosial. Analisis ini diolah dengan program SPSS 22. Hasil analisis regresi linear berganda 
ditunjukkan pada tabel berikut : 
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Coefficients T Sig. 
B Std. Error Beta   
1 (Const
ant) 
,152 ,052  4,885 ,000 
UDK ,053 ,004 ,315 2,809 ,006 
KSP -,153 ,111 -,167 -1,380 ,072 
KI ,271 ,444 ,074 2,617 ,006 
a. Dependent Variable: CSR 
Sumber : Hasil Output SPSS v. 22 (data diolah) 
 
Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut : 
Indeks Pengungkapan CSR = 0,152 + 0,053UDK - 0,153KSP +  0,271 KI + e 
 Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dianalisis pengaruh masing-masing variabel 
independen terhadap Pengungkapan Sukarela yaitu : 
1. Nilai konstanta adalah 0,152 artinya jika variabel Ukuran dewan komisaris, kepemilikan saham 
publik dan kepemilikan institusional bernilai 0, maka pengungkapan tanggung jawab sosial 
sebesar konstanta yaitu 0,512  atau 51,2%. 
2. Nilai Koefisien Ukuran dewan komisaris  adalah 0,053 artinya setiap kenaikan ukuran dewan 
komisaris  sebesar 1% maka  akan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial sebesar 
5,3%. 
3. Nilai koefisien Kepemilikan saham publik  adalah -0,153 artinya setiap kenaikan kepemilikan 
saham publik sebesar 1% maka akan menurunkan pengungkapan tanggung jawab sosial sebesar 
-15,3%. 
4. Nilai koefisien Kepemilikan Institusional adalah 0,271 artinya setiap kenaikan kepemilikan 
institusional  1% maka akan meningkatkan  pengungkapan tanggung jawab sosial sebesar 
27,1%. 
 
b. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase 
sumbangan pengaruh, Ukuran dewan komisaris, Kepemilikan saham  publik dan Kepemilikan  
institusional secara simultan terhadap Pengungkapan tanggung jawab sosial. Koefisien ini 
menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model 
mampu menjelaskan variasi variabel dependen. 
 
Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi 
 Basarkan tabel 6 diatas diperoleh nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 
0,273 atau 27,3%  artinya variabel Independen  (Ukuran dewan komisaris, Kepemilikan saham 
publik dan Kepemilikan institusional) secara simultan mempengaruhi variabel dependen  yaitu 
Pengungkapan tanggung jawab sosial sebesar 27,3%  sedangkan  sisanya 72,7% (1-0,273 = 0,727) 
dipengaruhi oleh variabel  lain yang tidak terungkap atau tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 
4. Pengujian Hipotesis 
Model Summaryb 
Mod
el R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 ,550a ,302 ,273 ,0867808 1,866 
a. Predictors: (Constant), KI, UDK, KSP 
b. Dependent Variable: CSR 
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a. Uji Parsial (Uji Statistik t) 
  Uji t dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel independen terhadap 
variabel dependen secara parsial (individu). Dengan menggunakan tingkat signifikan (α = 5%), jika 
nilai signifikan t > 0,05 maka hipotesis ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan 
secara parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai 
signifikan t < 0,05 maka hipotesis diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara 
parsial dari variabel independen dan variabel dependen. Berikut ini adalah hasil pengujian secara 
parsial (uji t) : 




Coefficients T Sig. 
B Std. Error Beta   
1 (Consta
nt) 
,152 ,052  4,885 ,000 
UDK ,053 ,004 ,315 2,809 ,006 
KSP -,153 ,111 -,167 -1,380 ,072 
KI ,271 ,444 ,074 2,617 ,006 
a. Dependent Variable: CSR 
Sumber : Hasil Output SPSS v. 22 (data diolah) 
 Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 7 diatas menunjukkan bahwa  
Variabel Ukuran dewan komisaris memiliki thitung sebesar 2,809> dari ttabel yaitu 1,99394 dengan 
tingkat signifikansi sebesar 0,006 <0,05 maka H0 ditolak, yang berarti bahwa ukuran dewan 
komisaris secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung 
jawab sosial. 
 Variabel kepemilikan saham publik memiliki thitung sebesar -1,380< dari ttabel yaitu 1,99394 
dengan tingkat signifikansi sebesar  0,072> 0,05 maka H0 diterima, yang berarti bahwa 
kepemilikan saham publik  secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
pengungkapan tanggung jawab sosial.  
 Variabel kepemilikan institusional memiliki thitung sebesar 2,617> dari ttabel yaitu 1,99394 
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,006< 0,05 maka H0 ditolak, yang berarti bahwa kepemilikan 
institusional secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung 
jawab sosial. 
 
b. Uji Simultan (Uji Statistik F) 
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen  terhadap 
variabel dependen secara bersama-sama (simultan), signifikansi model regresi secara simultan diuji 
dengan melihat perbandingan antara f tabel dengan f hitung. Selain itu akan dilihat nilai 
signifikansi, dimana jika nilai signifikan dibawah 0,05 maka variabel independen dinyatakan 
berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut ini : 
Tabel 8 Hasil Uji Simultan (Uji F) ANOVAa 
Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression ,229 3 ,076 10,118 ,000b 
Residual ,527 70 ,008   
Total ,756 73    
a. Dependent Variable: CSR 
b. Predictors: (Constant), KI, UDK, KSP 
Sumber : Hasil Output SPSS v.22 (data diolah) 
 Berdasarkan tabel 4.13 diatas menunjukkan bahwa nilai sig dari model penelitian ini 
adalah sebesar 0,000 dimana 0,000 < 0,05 dan Fhitung 10,118> Ftabel 2,73 maka H0 ditolak, artinya 
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ukuran dewan komisaris, kepemilikan saham publik dan kepemilikan institusional secara bersama-
sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan tanggung jawab sosial. 
 
PEMBAHASAN 
a. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 
 Dewan  Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara 
kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan 
bahwa perusahaan melaksanakan GCG (KNKG, 2006). Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris 
dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk 
memonitor tindakan  manajemen puncak. Dikaitkan dengan pengungkapan informasi oleh 
perusahaan, kebanyakan penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara berbagai 
karakteristik dewan komisaris dengan tingkat pengungkapan informasi oleh perusahaan (Sulastini, 
2007).  Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan maka tekanan 
terhadap manajemen juga semakin besar untuk semakin luas perusahaan tersebut melakukan 
pengungkapan tanggung jawab sosial.  
Berdasarkan penelitian ini, melalui analisis uji t, ukuran dewan komisaris yang diproksi 
dengan jumlah anggota dewan komisaris menunjukkan pengaruh signifikan terhadap 
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan nilai  sebesar 2,809> dari ttabel yaitu 
1,99394 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,006 <  0,05 maka H0 ditolak yang berarti bahwa 
ukuran dewan komisaris secara parsial  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap pengungkapan 
tanggung jawab sosial. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris secara 
parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial diterima.  
Hal ini sesuai dengan teori agensi dan pendapat Coller dan Gregory (1999) dalam 
Sembiring (2006) semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, semakin mudah untuk 
mengendalikan Chief Executives Officer (CEO) dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas 
manajemen. Jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan dapat mempengaruhi pengungkapan 
tanggung jawab sosial, dimana semakin banyak jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan 
maka tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang diungkapkan semakin luas, hal ini karena 
ketika suatu perusahaan memiliki jumlah dewan komisaris yang banyak maka dewan komisaris 
memiliki power yang kuat untuk menekan manajemen dalam mengungkapkan tanggung jawab 
sosial. 
 
b. Pengaruh Kepemilikan Saham Publik terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 
Teori stakeholder  menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi 
kepentingannya sendiri, tapi juga harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (pemegang 
saham, kreditor, supplier, konsumen, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Publik 
sebagai salah satu stakeholder juga wajib mengetahui tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh 
suatu perusahaan. Sebagai salah satu stakeholder, peran publik sebagai pemegang saham bisa 
menjadi salah satu dorongan perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial 
yang dilakukan perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham oleh publik dalam suatu 
perusahaan, maka semakin besar pula tanggung jawab perusahaan untuk mengungkapkan tanggung 
jawab sosialnya (Marpaung, 2009). Hasibuan (2001) menyatakan bahwa rasio kepemilikan publik 
yang tinggi diprediksikan akan melakukan tingkat pengungkapan sosial yang lebih, hal ini 
dikaitkan dengan tekanan dari pemegang saham, agar perusahaan lebih memperhatikan tanggung 
jawabnya terhadap masyarakat. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, semakin 
tingginya rasio kepemilikan saham yang dimiliki masyarakat umum pada suatu perusahaan maka 
masyarakat yang berperan sebagai pemegang saham akan menekan pihak perusahaan agar 
perusahaan lebih memperhatikan tanggung jawabnya terhadap masyarakat.  
 Berdasarkan hasil analisis uji t untuk Variabel kepemilikan saham publik  secara parsial 
tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Sehingga hipotesis yang 
menyatakan bahwa kepemilikan saham  publik secara parsial berpengaruh  negatif dan tidak 
signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial ditolak.  
Hal ini bertentangan dengan teori stakeholder  dimana perusahaan  yang  sahamnya 
dimiliki  oleh  publik  akan melakukan  pengungkapan tanggung jawab sosail yang lebih  besar  
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daripada perusahaan sahamnya tidak dikuasai oleh publik. Berarti bahwa praktik pengungkapan 
tanggung jawab sosial di Indonesia masih rendah. Kemungkinan hal ini terjadi karena publik 
sebagai investor yang ingin menanamkan modalnya pada perusahaan tidak memperhatikan 
Pengungkapan tanngung jawab sosial pada prusahaan tersebut dan lebih mementingkan pergerakan 
harga saham. Hal ini terjadi dikarenakan kesadaran publik yang masih kurang terhadap tanngung 
jawab sosial. Publik sebagai investor lebih mementingkan pergerakan harga saham karena mereka 
ingin mendapatkan return sebesar-besarnya dari investasi yang mereka lakukan. Sehingga tinggi 
atau rendahnya Pengungkapan tanngung jawab sosial tidak mempengaruhi mereka dalam 
pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Wulantika Oktariani (2013) yang menemukan bahwa kepemilikan saham publik 
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pengungakapan tanggung jawab sosial. 
 
c. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 
Teori stakeholder Kepemilikan institusional dapat menjadi pendorong perusahaan untuk 
melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial (Novita dan Djakman, 2008). Semakin besar 
kepemilikan institusional pada suatu perusahaan diharapkan pihak institusional dapat bertindak 
sebagai monitor pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen juga 
diharapkan membuat semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. kepemilikan institusional 
dapat menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial 
(Novita dan Djakman, 2008). Kepemilikan institusional umumnya dapat bertindak sebagai pihak 
yang memonitor perusahaan. Hal ini berarti kepemilikan institusi dapat menjadi pendorong 
perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Dikaitkan dengan 
pengungkapan tanggung jawab sosial, semakin tingginya rasio kepemilikan institusi pada suatu 
perusahaan maka masyarakat yang berperan sebagai pihak yang akan memonitor pihak manajemen 
perusahaan dan mendorong untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial.  
 Berdasarkan hasil analisis uji t untuk variabel kepemilikan institusional secara parsial  
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Sehingga 
hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan saham  publik secara parsial berpengaruh  positif 
dan tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial diterima.  
 Hasil ini  sesuai  dengan  teori stakeholder,  yang  menyatakan  bahwa  semakin besar 
kepemilikan institusional dalam perusahaan maka tekanan terhadap manajemen perusahaan untuk 
mengungkapkan tanggungjawab sosial semakin besar. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat 
kepemilikan institusional  pada  perusahaan,  maka  upaya  pengungkapan tanggung jawab sosial 
akan cenderung 
semakin meningkat. Dikarenakan tingginya tingkat kepemilikan  institusional  akan  menimbulkan  
usaha  pengawasan  yang  lebih besar  oleh  pihak  investorinstitusional, sehingga  pihak  
institusional  dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen secara lebih kuat. 
Penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lusyana Ale 
(2014) yang menemukan bahwa kepemilikan isntitusional berpengaruh positif terhadap 
pengungakapan tanggung jawab sosial. 
 
d. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Saham Publik dan Kepemilikan 
Institusional terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. 
Berdasarkan hasil uji F, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Saham Publik dan 
Kpemilikan Institusional Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan 
Sukarela. Nilai yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi (Adjusted R Square) dari model 
regresi yang digunakan untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel 
independen (Ukuran dewan komisaris, Kepemilikan saham publik dan Kepemilikan institusional) 
secara simultan terhadap variabel dependen (Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial). Nilai 
koefisien korelasi (Adjusted R Square) sebesar 0,091 atau 9,1%  artinya variabel Independen  
(Ukuran dewan komisaris, Kepemilikan saham publik dan Kepemilikan institusional) secara 
simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial sebesar 
9,1% sedangkan sisanya 90,9% (1-0,091 = 0,909) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
terungkap atau tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, 
Kepemilikan Saham Publik dan Kepemilikan Institusional maka kesimpulan sebagai berikut : 
1. Ukuran Dewan Komisaris secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
2. Kepemilikan Saham Publik secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung 
jawab sosial pada perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. 
3. Kepemilikan Institusional secara parsial berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung 
jawab sosial pada perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia.  
4. Ukuran dewan komisaris, Kepemilikan saham publik dan Kepemilikan institusional secara 
simultan atau secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan 
tanggung jawab sosal pada perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di 
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